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WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 
                                         NOMOR : 49 TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN                                                  

DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang 

 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 14 
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, 
Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan 

Pasar;     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589) 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 

2008 Nomor 03); 

  14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 

04); 

  15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 
07); 

  16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 
Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10); 
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  17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 

4. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pasar dan 
yang membidangi pertanian serta memungut retribusinya. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi 

pengelolaan pasar dan Kepala Dinas yang membidangi 
pertanian.  

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah    

8. Pasar Tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, 
los, tenda dan pelataran yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk mengadakan proses jual beli barang 

dagangan dengan proses tawar menawar; 

9. Pasar Ternak/Hewan adalah tempat yang ditunjuk dan 

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan 
transaksi jual beli hewan berupa kerbau, sapi dan 
kambing; 

10. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian 
dibuat dari kayu dan beton. 

11. Los adalah bangunan semi permanen yang pakai atap 

tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak 
yang lain. 

12. Meja Kanter adalah meja yang terbuat dari beton dan 
kayu atau bentuk khusus lainnya yang dipakai sebagai 
sarana/alat untuk tempat berjualan dalam lokasi pasar. 

13. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, 
adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan 

dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun 
tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas 
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik 

pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ 
tidak menetap. 
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14. Lapangan Bulanan adalah los atau meja kanter yang 

retribusinya dipungut secara bulanan. 

15. Pelataran/lapangan harian adalah lapangan/hamparan 

bebas yang retribusinya dipungut secara harian. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi, 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dari pemerintah Daerah. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Walikota. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

22. Surat Jual Beli adalah Surat bukti transaksi jual beli 
ternak dalam Pasar Ternak yang dikeluarkan oleh Pejabat 

yang Ditunjuk. 

23. Pembayaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan mulai 
dari penyerahan biaya retribusi, pencatatan sampai 

dengan penyerahan bukti penerimaan dari penerima 
kepada pembayar. 

24. Penyetoran adalah suatu kegiatan penyetoran penerimaan 
retribusi oleh bendahara penerima pada masing-masing 

unit ke kas daerah Kota Bukittinggi. 

25. Tempat pembayaran adalah tempat yang ditetapkan 
sebagai lokasi tempat melakukan pembayaran retribusi. 

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

27. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota 
Bukittinggi. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
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dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

BAB II 

PEMUNGUTAN  

Pasal 2 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau 
kupon atau bukti pembayaran retribusi. 

(2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 3 

Tata pembayaran retribusi dilakukan sebagai  berikut :  

(1) Pelataran/lapangan harian, PKL (pada lokasi resmi yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah), retribusi dibayar melalui 
petugas yang ditunjuk oleh masing-masing Bidang pada 
Dinas Pengelolaan Pasar untuk memungut langsung ke 

lokasi pedagang lapangan harian dan PKL (pada lokasi 
resmi yang ditetapkan Pemerintah Daerah).    

(2) Lapangan bulanan (los, meja kanter dan kios), wajib 

retribusi melakukan pembayaran sesuai dengan besar 
tarif retribusi dan tempat pembayaran retribusi yang 

ditetapkan dengan ketentuan : 

a. wajib retribusi mendatangi tempat pembayaran dengan 
memperlihatkan kartu wajib retribusi dan meminta 

informasi jumlah retribusi yang harus dibayar; 

b. petugas penerima retribusi memberikan informasi 

kepada wajib retribusi jumlah retribusi yang harus 
dibayar;     

c. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi; 

d. petugas penerima retribusi menerima pembayaran 
retribusi dan memberikan bukti tanda terima 
pembayaran kepada wajib retribusi.  

Pasal 4 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilakukan oleh wajib retribusi : 

a. setiap hari untuk pelataran/lapangan harian; dan  

b. setiap setiap bulan untuk lapangan bulanan (los, meja 
kanter dan kios). 

(2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dibayar paling lambat tanggal 20 tiap 
bulannya. 
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(4) Apabila batas waktu pembayaran retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka 
batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja 

berikutnya. 

(5) Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 

retribusi yang terutang atau kurang dibayar. 
 

BAB IV 

TATA CARA PENYETORAN 

Pasal 5 

(1) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil 

penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan 
menggunakan surat tanda setor. 

(2) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tanda 
setoran yang di buat rangkap 4 (empat) masing-masing : 

a. Lembar I : untuk bendahara penerimaan 

b. Lembar II : Untuk Kas daerah 

c. Lembar III : untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan  

  Aset Daerah 

d.  Lembar IV : untuk arsip. 

(3) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas 
daerah paling lambat 1 x 24 Jam. 

(4) Setiap pembayaran rertibusi dicatat dalam buku 
penerimaan retribusi. 

(5) Bentuk dan isi surat tanda setor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(6) Bentuk dan isi buku penerimaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tercantum dalam lampiran IV yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 
 

BAB V 

TEMPAT PEMBAYARAN 

Pasal 6 

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

NO BIDANG LOKASI PEMBAYARAN 

1. Pasar Atas Kantor Bidang Pasar Atas  

Di Pasar Atas Bukittinggi 

2. Pasar Bawah Kantor Bidang Pasar Bawah 

Di Pasar Bawah Bukittinggi 
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3. Pasar Simpang Aur Kantor Bidang Pasar Simpang 
Aur 

Di Pasar Simpang Aur Bukittinggi 

 

 

Paal 7 

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan 

tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, berlaku secara mutadis 
mutandis terhadap Pasar Ternak yang dikelola Dinas 

Pertanian.    

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 
 

Ditetapkan  di : Bukittinggi 
pada tanggal :  19 November 2014         

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

dto 
 

 

ISMET AMZIS 
 

 

Diundangkan di   :   Bukittinggi 
pada tanggal        :    19 November 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 
 

dto 
 

 YUEN KARNOVA 
 
 

 
                            

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 50 
 

 
 

  

 
 


